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ABSTRAK

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki
dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dan
eksistensi lembaga penjamin polis. Penelitian ini menyelidiki
perubahan-perubahan dalam kerangka regulasi dan mekanisme perlindungan yang
terjadi setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Melalui pendekatan
analisis dokumen dan hukum, penelitian ini mencermati bagaimana
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat
perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan menetapkan standar yang lebih
tinggi untuk lembaga asuransi dan produk-produk asuransi. Selain itu,
undang-undang ini juga memperkuat peran dan fungsi lembaga penjamin polis
dalam mengatasi potensi risiko yang dihadapi oleh pemegang polis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang diakibatkan oleh
undang-undang tersebut telah meningkatkan transparansi, keamanan, dan
kepercayaan dalam industri asuransi. Perlindungan hukum bagi pemegang polis
menjadi lebih kuat dengan adanya peningkatan pengawasan dan pengaturan yang
lebih ketat terhadap lembaga asuransi. Selain itu, eksistensi lembaga penjamin
polis juga tetap relevan dan vital dalam memastikan kompensasi yang adil bagi
pemegang polis dalam situasi di mana lembaga asuransi mengalami kesulitan
keuangan. Lembaga Penjamin Polis diwujudkan melalui Lembaga Penjamin
Simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan. Kesimpulannya, Undang-Undang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan landasan yang lebih kokoh bagi
perlindungan hukum bagi pemegang polis dan memperkuat eksistensi lembaga
penjamin polis dalam menghadapi dinamika kompleks dalam sektor asuransi.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak implementasi
undang-undang ini secara lebih rinci dan mengevaluasi efektivitasnya dalam
mengamankan kepentingan para pemegang polis.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Polis,
Perlindungan Hukum Pemegang Polis
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan asuransi di Indonesia memiliki peran penting dalam

perekonomian negara. Sehingga diperlukan aturan-aturan yang jelas terkait

perasuransian di Indonesia. Peraturan terkait perasuransian diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian. Pada undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 terkait

asuransi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014

menjelaskan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan

premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:.1

a. memberikan penggantian kepada bertanggung atau pemegang
polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Secara normatif, Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengemukakan bahwa “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu

perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua

pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang

belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggunggungan; bunga

cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur

dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang”.2 Untuk mengetahui apa itu

asuransi, R.Wirjono Prodjodikiro mengemukakan bahwa “Asuransi atau

dalam bahasa Belanda disebut verzekering berarti pertanggungan. Dalam

asuransi terlihat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau

menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian,

yang mungkin ia akan derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula

2Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1774.
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1.

1



belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan

terjadinya”.

Pada penulisan ini akan dibahas terkait adanya pertanggungan yang

tidak ditanggungkan, sehingga dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai

program penjamin polis pada asuransi. Sebelumnya, pertanggungan yang

tidak ditanggungkan ada pada penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang selanjutnya

akan disebut dengan Undang-Undang Perasuransian, menyebutkan bahwa

“Program penjamin polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian

sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin

usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan penjamin polis dimaksudkan

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian

pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat

untuk menggunakan jasa asuransi”.3 Dalam Undang-Undang Perasuransian

menyatakan bahwa penyelenggaraan program penjamin polis diatur oleh

undang-undang.

Undang-undang terkait penyelenggaraan program penjamin polis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian

tersebut seharusnya dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak

diundangkannya undang-undang tersebut. Undang-Undang Perasuransian

diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, sehingga seharusnya

undang-undang mengenai penyelenggaraan program penjamin polis sudah

dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Oktober 2017. Namun, hingga

saat ini undang-undang tersebut belum dibentuk.

Pada tahun 2023, dibentuklah Undang-Undang Pengembangan Dan

Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya akan disebut dengan

Undang-Undang P2SK. Undang-Undang ini menyinggung mengenai

program penjaminan polis. Berdasarkan Undang-Undang P2SK, yang akan

menjalankan Program Penjaminan Polis yang selanjutnya akan disingkat

dengan PPP adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat dengan

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 53.
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LPS, tepatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. Dengan

adanya eksistensi PPP maka mendukung pendalaman pasar keuangan dimana

dana masyarakat yang dihimpun oleh perusahaan asuransi dapat menjadi

alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional.4

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan

bahwa pada dasarnya, PPP adalah perlindungan terhadap nasabah asuransi

bukan penyelamat perusahaan asuransi. Beliau juga mengatakan bahwa

dengan adanya UU P2SK ini, maka akan mendorong LPS menjadi lembaga

yang tidak hanya fokus pada meminimalisir kerugian saat terjadinya

kegagalan bank, namun juga untuk meminimalkan risiko dari

tergganggungnya Stabilitas Sistem Keuangan. Termasuk diantaranya adalah

asesmen risiko bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini atau

early intervention dan resolusi bank dalam penanganan permasalahan bank.5

PPP merupakan tindak lanjut dari implementasi UU P2SK. PPP

memiliki tugas untuk melindungi penjamin polis dan setiap perusahaan

asuransi wajib untuk menjadi peserta penjamin polis, dengan keharusan

wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu. Perusahan asuransi yang akan

mengikuti PPP adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat dan untuk

mengetahui sudah memenuhi kriteria sehat tidaknya, akan berkoordinasi

dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).6 Berdasarkan Ketentuan Umum

angka 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/

SEOJK. 05/ 2021 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan

Reasuransi Syariah yang dimaksud dengan Tingkat Kesehatan Perusahaan

“hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola

perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan”.

6 Ibid.
5Ibid.

4 Lembaga Penjamin Simpanan, Beranda,
https://www.lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximiz
ed&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId
=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1444321. Diakses 8 Januari 2024.
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Lembaga Penjamin Polis memiliki peran penting dalam

melaksanakan penjaminan polis. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus

Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar premi asuransi terhadap

pemegang polis. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan

masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Sehingga, pembentukan Lembaga

Penjamin Polis sangat diperlukan untuk menjamin dan memberikan rasa

aman kepada pemegang polis.

Sebenarnya, sebelum disahkannya Undang-Undang P2SK, Lembaga

Penjamin Polis eksistensinya sudah ada namun secara normatif belum ada.

Dengan disahkannya Undang-Undang P2SK, maka Lembaga Penjamin Polis

ada secara normatif. Hal ini disinggung di Undang-Undang P2SK Pasal 7

yang menambahkan adanya Pasal 3 huruf a berbunyi “Lembaga Penjamin

Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang

ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Syariah”.

Maka dengan adanya Undang-Undang P2SK, ketentuan Pasal 53 dari

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib
menjadi peserta program penjaminan polis.

(2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

(3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan
undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan
mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
paling lama (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

sudah tidak diperbaharui karena sudah adanya Lembaga Penjamin Polis.

Namun hal ini masih secara normatif karena sistem penjaminannya belum

diatur. Dengan tidak adanya LPP maka menimbulkan rasa ketidakpercayaan

masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Ditambah, adanya permasalahan

mengenai gagal bayar klaim kepada nasabah perusahaan asuransi. Tujuan

4



dari LPP adalah mampu meminimalisir kerugian pemegang polis dan

memberikan keringan kepada pemerintah atau pembuat regulasi yakni

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. LPP selaras dengan Lembaga Penjamin

Simpanan atau LPS yakni memberikan jaminan dana nasabah perbankan

yang tetap aman apabila bank tersebut terjadi masalah.7

Sebagai rujukan pengaturan pelaksanaan Lembaga Penjamin Polis, maka

Lembaga Penjamin Simpanan akan menjadi acuan penelitian mengenai

sistemasi penjaminan polis. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak mencantumkan

mengenai pelaksanaan, prosedur, dan ketentuan lebih lanjut mengenai

Lembaga Penjamin Polis. Oleh karena itu, penelitian penulisan hukum

diangkat dengan judul “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Lembaga

Penjamin Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Penjamin Polis setelah adanya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah

diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Lembaga Penjamin

Polis setelah adanya peraturan penjamin polis

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Lembaga

Penjamin Simpanan dalam menjamin hak pemegang polis

7Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, Pengaturan Lembaga Penjamin
Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol.9 No. 4,
Desember 2020), hlm. 739-751.
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1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

memberikan literatur terhadap pembaca terkait pelaksanaan

Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin hak pemegang

polis.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tata cara pelaksana

Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Polis.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana

melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua

kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode dan kata

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu

methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode

merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja

(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk

keabsahannya.8

Jenis metode penelitian akan menggunakan metode yuridis

normatif untuk melakukan pengumpulan data. Penelitian akan

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal

yang memiliki hubungan dengan penelitian. Nama lain dari metode

penelitian ini adalah studi pustaka.

Metode penelitian ini digunakan untuk mencari sumber

hukum yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang

akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 21

8 Rosady Ruslan,Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers,
2003), hlm. 24.
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Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan. Setelah bahan hukum, akan menganalisis dan

mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan melihat

implementasi dari lembaga penjamin simpanan sebagai bahan

rujukan pelaksanaan lembaga penjamin polis.

1.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang

digunakan adalah

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga

Penjamin Simpanan

Bahan hukum ini relevan karena membahas kebijakan

pelaksanaan penjaminan simpanan di Pasal 6.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan

Bahan hukum ini relevan karena membahas pengawasan

dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di Pasal 6.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian

Bahan hukum ini relevan karena membahas tujuan dan

fungsi asuransi serta program penjamin polis di Pasal 53.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Bahan hukum ini relevan karena membahas mengenai

pelaksanaan program penjamin polis yang dicantumkan

7



dalam Lembaga Penjamin Simpanan di Pasal 7

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan diatur dalam pasal 3A.

Selain bahan hukum primer diatas, penelitian ini juga

menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan

lainnya yang berhubungan dengan lembaga penjamin polis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.Dalam bab ini akan memuat latar

belakang, maksud, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

pustaka sementara,dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERASURANSIAN.

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait hal-hal yang memiliki

relevansi dengan asuransi, asas dan prinsip asuransi, jenis-jenis asuransi,

polis asuransi, dan program penjamin polis.

BAB III KAJIAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA

PENJAMIN SIMPANAN. Dalam bab ini, akan memuat pembahasan

terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan Lembaga Penjamin

Simpanan Di Bidang perbankan serta prosedur Lembaga Penjamin

Simpanan dalam menjamin dana nasabah di bank.

BAB IV ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PENJAMIN

SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR

KEUANGAN.Dalam bab ini akan memuat analisis terkait bagaimana

peraturan mengenai Lembaga Penjamin Polis nantinya di Indonesia

melihat dari kelebihan dan kekurangan Lembaga Penjamin Simpanan di

bidang perbankan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini merupakan

bagian penutup dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan

diberikan kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti. Selain itu,

akan diberikan saran terkait penelitian yang dilakukan.
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